PERTEMUAN IX

PENAFSIRAN DAN KONSTRUKSI HUKUM


Dalam mengadili suatu perkara di pengadilan, hakim tidak dapat menolak kasus apapun yang dilimpahkan ke pengadilan, tetapi kadangkala terdapat peristiwa yang belum ada aturannya, untuk mengisi kekosongan hukum tersebut maka perlu diadakan penafsiran dan konstruksi hukum.

Penafsiran Hukum

1. Penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran berdasarkan bunyi undang-undang dengan berpedoman pada arti kata-kata dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat yang dipakai dalam undang-undang tersebut/melihat arti kata dari kamus hukum.

2. Penafsiran historis, yaitu penafsiran yang berdasarkan pada sejarah baik sejarah terbentuknya undang-undang (proses pembentukan undang-undang mulai dari memori penjelasan, laporan sidang DPR) maupun sejarah hukum  (maksud pembentukan undang-undang tersebut) dengan menyelediki asal-usul suatu peraturan dikaitkan dengan suatu sistem hukum yang pernah berlaku atau sistem hukum asing tertentu.

3. Penafsiran sistematis/logis, yaitu penafsiran yang memperhatikan sususan kata-kata yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu sendiri maupun dalam undang-undang lainnya.

4. Penafsiran sosiologis/teleologis, yaitu penafsiran yang memperhatikan tujuan dibuatnya suatu undang-undang, mengingat kebutuhan masyarakat berubah-ubah menurut zamannya sementara bunyi undang-undang tetap.

5. Penafsiran restriktif, yaitu penafsiran yang bersifat membatasi dengan cara mempersempit arti suatu peraturan dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa.

6. Penafsiran Ekstensif, yaitu penafsiran yang memperluas dengan cara melampaui batas-batas yang ditentukan dalam penafsiran gramatikal.

7. Penafsiran futuristis/antisipatif, yaitu penafsiran melalui peraturan-peraturan yang belum mempunyai kekuatan berlaku( RUU).

8. Penafsiran komparatif, yaitu penafsiran dengan membandingkan guna mencari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang, dengan mencari titik temu pada penyelesaian yang dikemukakan di berbagai negara.

9. Penafsiran otentik, yaitu penafsiran terhadap kata-kata, istilah dan pengertian dalam peraturan yang ditetapkan oleh pembuat peraturan itu sendiri dalam peraturan yang beersangkutan.

Konstruksi hukum/pembentukan hukum

1. Analogi, kadangkala peraturan perundang-undangan terlalu sempit ruang lingkupnya, sehingga untuk dapat menerapkan undang-undang pada peristiwanya, hakim perlu memperluasnya dengan cara peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama.

2. Penghalusan hukum,  kadangkala peraturan perundang-undangan itu ruang lingkupnya terlalu umum/luas, maka perlu dipersempit untuk dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu dengan cara membentuk pengecualian/penyimpangan baru dari peraturan yang sifatnya umum untuk diterapkan pada peristiwa tertentu.

3. Argumentum a’ Contrario, kadangkala suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undang-undang, tetapi kebalikan dari peristiwa itu justru diatur oleh undang-undang, metoda ini pada hakikatnya sama dengan analogi hanya saja hasilnya berlawanan.

